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ABSTRAK 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki 

kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fungsi 

legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja 

kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut menjadi faktor penting 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, 

partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perbandingan optimalisasi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten 

Sukoharjo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan fungsi BPD pada kedua desa tersebut. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif 

komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua BPD, 

anggota BPD, kepala desa, serta pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, 

dokumen desa, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif 

dengan membandingkan pelaksanaan fungsi BPD pada kedua desa 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari pada 

dasarnya telah berjalan dengan baik. Pada fungsi legislasi, kedua BPD telah 

melaksanakan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

meskipun Desa Kenokorejo memiliki jumlah produk hukum desa yang lebih 

banyak. Pada fungsi penyaluran aspirasi, kedua desa telah menyediakan 

mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, namun Desa Tepisari memiliki 

sistem yang lebih terstruktur melalui perwakilan BPD di setiap wilayah serta 

forum rutin pada tingkat RT dan RW. Pada fungsi pengawasan, kedua BPD 

telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa, 

dengan Desa Tepisari menerapkan pengawasan yang lebih intensif melalui 

kehadiran rutin anggota BPD di kantor desa. Adapun faktor penghambat di 

Desa Kenokorejo meliputi keterbatasan anggaran, komunikasi antaranggota 

yang dipengaruhi kesibukan masing-masing, serta potensi kurang optimalnya 

transparansi dalam pelaksanaan pengawasan. Sementara itu, di Desa Tepisari 

hambatan relatif lebih kecil karena didukung komunikasi kelembagaan yang 

baik, meskipun masih terdapat keterbatasan akses BPD terhadap sebagian 

informasi administrasi keuangan desa. 

 

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, fungsi BPD, pemerintahan desa, 

optimalisasi, pengawasan 
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ABSTRACT 

 

The Village Consultative Body (BPD) is an institution that plays a strategic role in 

the administration of village government through its legislative functions, the 

channeling of community aspirations, and the oversight of the village head’s 

performance, as stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages. Optimizing the 

implementation of these functions is a key factor in realizing democratic, 

participatory, and accountable village governance. This study aims to analyze a 

comparison of the optimization of the Village Consultative Body’s functions in 

Kenokorejo Village and Tepisari Village, Polokarto Subdistrict, Sukoharjo 

Regency, as well as to identify the factors hindering the implementation of the 

BPD’s functions in both villages. This study employs an empirical legal research 

method with a descriptive-comparative approach. Primary data were obtained 

through interviews with the BPD chairperson, BPD members, village heads, and 

relevant parties, while secondary data were obtained through a literature review of 

laws and regulations, village documents, and relevant literature. The data were 

analyzed qualitatively by comparing the implementation of BPD functions in both 

villages based on applicable legal provisions. The research findings indicate that 

the BPDs in Kenokorejo Village and Tepisari Village have generally performed 

their functions well. Regarding legislative functions, both BPDs have conducted 

discussions and reached agreements on draft village regulations with the village 

heads in accordance with applicable laws and regulations, although Kenokorejo 

Village has produced a greater number of village legal instruments. Regarding the 

function of channeling public aspirations, both villages have established 

mechanisms for gathering community input; however, Tepisari Village has a more 

structured system through BPD representatives in each sub-district as well as 

regular forums at the RT and RW levels. In terms of oversight, both BPDs have 

conducted monitoring and evaluation of the village heads’ performance, with 

Tepisari Village implementing more intensive oversight through the regular 

presence of BPD members at the village office. Constraints in Kenokorejo Village 

include budget limitations, communication among members hindered by their 

respective busy schedules, and the potential for suboptimal transparency in the 

oversight process. Meanwhile, in Tepisari Village, these obstacles are relatively 

minor due to strong institutional communication, although the BPD still faces 

limited access to some village financial administrative information. 

Keywords: Village Consultative Body, functions of the BPD, village government, 

optimization, oversight 
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